
 

WALIKOTA PADANG PANJANG 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

 
  RAPERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG 

NOMOR 5 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG  RENCANA PEMBANGUNAN  

JANGKA MENENGAH DAERAH  (RPJMD)  
KOTA PADANG PANJANG  

TAHUN 2013-2018 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PADANG PANJANG, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pertengahan 
jalan (midterm review) Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-
2018 terdapat beberapa perubahan dan penyesuaian 
kebijakan nasional dan daerah yang harus diakomodir dalam 
RPJMD, sehingga RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-
2018 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 Pasal 50 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 
Tahun 2010 Pasal 282, Pasal 283, dan Pasal 284 harus 
dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 
2013-2018; 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan  Peraturan Daerah Kota 
Padang Panjang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 
Padang Panjang Tahun 2013-2018; 

 

Mengingat  : 
  

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 18 
ayat (6); 

 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom  Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah 
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 962); 

 

3.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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4.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 

5.   Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

 

6.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

 

7.   Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

 

8.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679); 

 

9.   Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

 

10.   Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4663); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

 

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 3); 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pegendalian, 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

 
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7); 

 
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera 
Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 
2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 73); 

 
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 
Seri E.2); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG 

dan 
WALIKOTA PADANG PANJANG 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 7 
TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 
MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA PADANG PANJANG 
TAHUN 2013-2018. 
 

 Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang 
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 (Lembaran 
Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2014 Nomor 7 Seri E.6) 
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 4 
 

(1) Dokumen RPJMD Tahun 2013-2018 disusun dengan 
sistematika sebagai berikut : 
a. Bab I : Pendahuluan 
b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah 
c. Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta 

Kerangka Pendanaan 
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d. Bab IV : Analisis Isu-Isu Strategis 
e. Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 
f. Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan 
g. Bab VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan 

Daerah 
h. Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai 

Kebutuhan Pendanaan 
i. Bab IX : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan 

 

(2) Merubah Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, Bab V, Bab VI, Bab 
VII, dan Bab VIII pada Lampiran Peraturan Daerah Kota 
Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Panjang Tahun 
2013-2018 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini.  

 

Pasal II 
  

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kota Padang Panjang. 
 

Ditetapkan  di    
     pada tanggal                   

: 
: 

Padang Panjang 
 1 Agustus 2016 

              
WALIKOTA PADANG PANJANG, 

 

dto 
 

HENDRI ARNIS 
 Diundangkan di  : Padang   Panjang  

pada tanggal       : 1 Agustus 2016  
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, 
 

 dto 
 

EDWAR JULIARTHA 
 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2016 NOMOR 5 SERI 
E.4 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA 
BARAT : ( 5/2016). 
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